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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 66 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

GUBERNUR LAMPUNG,

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Gubernur
Lampung Nomor 44 tahun 2001 tentang Pedoman Jabatan Fungsional
pada Perangkat Daerah Propinsi Lampung, perlu ditetapkan petunjuk
teknis jabatan fungsional Pustakawan dan angka kreditnya dengan
Keputusan Gubernur Lampung.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

5. Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.

7. Peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;

8. Peraturan pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural;

11.Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan



Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

12.Peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2001 tentang Peraturan Gaiji
Pegawai Negeri;

13.Peraturan Daerah propinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan ;1. Keputusan presiden Nomor 50 tahun 1997 tentang Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia;

2. Keputusan presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun jabatan
fungsional pegawai Negeri sipil;

3. Keputusan presiden Nomor 146 tahun 2000 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Pustakawan,;

4. Keputusan presiden Nomor 147 tahun 2000 tentang Perpanjangan
batas Usia pensiun bagi Pegawai Negeri sipil yang menduduki
jabatan Pustakawan;

5. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Rl dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 1998 dan
Nomor 59 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor
33 tahun 1991 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya;

7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor
72 tahun 1999 tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya;

8. Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor
4057/i/c/XI11.2000, tanggal 13 Desember 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyesuaian Nama Jabatan Fungsional Asisten
Pustakawan atau Pustakawan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA.
Pasal 1
Petunjuk teknis Jabatan fungsional Pustakawan dan angka kreditnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 26 Desember 2001
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